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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya 

bahwa penerapan prinsip good governance pada kantor Bagian 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya sudah 

bisa terbilang cukup bagus, baik itu dari sudut pandang pegawai BAPOD, 

dari kelurahan dan kecamatan, dan juga dari sudut pandang masyarakat. 

Seperti adanya partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan 

tugas mereka dalam hal penyediaan sumber data. Seperti supremasi 

hukum dan akuntabilitas yang sudah terlaksana sesuai perda walaupun ada 

pelanggaran kecil yang masih bisa dimaklumi seperti pegawai yang 

terlambat masuk kantor.  

 Kemudian terkait daya tanggap, orientasi pada konsensus dan 

kesetaraan juga sudah diterapkan dengan baik, dimana mereka selalu 

cepat tanggap ketika ada pengaduan permasalahan yang datang ke 

BAPOD tanpa pandang bulu dan bersifat menyeluruh yang berorientasi 

pada warga Kota Surabaya terlebih dauhulu, kemudian langsung 

dikoordinasikan dengan perangkat daerah maupun dinas yang berkaitan 

dengan masalah yang ada di masyarakat untuk proses penyelesaiannya. 

Untuk efektifitas dan visi strategis juga sudah terlaksana sesuai dengan 

konsep good governance dimana semua tugas terselesaikan sesuai tupoksi 

dari organisasi yang telah ditentukan. Dari segi akuntabilitas juga cukup 

baik dimana setiap ada kegiatan pasti ada laporan kegiatannya dan juga 

ketika ada pengeluaran anggaran juga tentunya ada SPJ nya untuk bukti 

pertanggungjawaban kepada masyarakat.. 

 Namun ada 2 prinsip yang tidak diterapkan dengan baik disana 

yaitu transparansi dan efisiensi, seperti akses informasi yang terbatas 

kepada masyarakat karena hanya aplikasi SITOMAS saja yang bisa 

diakses oleh masyarakat dengan alasan aplikasi yang lain berkaitan 

dengan data internal, bahkan masyarakat saja juga tidak paham terkait 

transparansi dari pemkot. Kemudian untuk efisiensi terkadang banyak 

tugas yang tumpang tindih karena ada banyak pengaduan masyarakat 

yang datang ke kantor BAPOD padahal itu bukan tugas dan wewenaang 

mereka, akibatnya banyak tugas yang tidak terselesaikan sesuai deadline. 

Ditambah lagi masalah jaringan dan juga terbatasnya komputer yang 

mengakibatkan terhambatnya kinerja dari tim BAPOD sendiri. 
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5.2. Rekomendasi 

Dari kesimpulan yang ada saran yang disampaikan oleh peneliti terkait 

dengan penerapan prinsip good governance pada kantor Bagian 

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya (BAPOD) 

adalah :  

1) Untuk prinsip efisiensi, kepada Kepala BAPOD harus bisa lebih 

tegas lagi dalam hal pengambilan keputusan, jikalau ada tugas 

tambahan dari Walikota mungkin bisa meminta bantuan kepada 

instansi maupun dinas lain agar tidak menghambat dari tugas dan 

fungsi pokok dari BAPOD sendiri. Dan juga bisa menambah 

jumlah komputer dan kecepatan jaringan yang ada agar pekerjaan 

bisa lebih cepat terselesaikan. 

2) Untuk transparansi setidaknya BAPOD harus memberikan akses 

informasi mengenai setiap kegiatan yang mereka lakukan kepada 

masyarakat, minimal selalu update setelah melakukan kegiatan 

pada web instansi BAPOD tujuannya agar masyarakat tahu cara 

kerja mereka itu seperti apa.  
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